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SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta
hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan tanggal 23 Juni 2023, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat I[I Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959




Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,



10.

13,

12.

13.

14.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lmebaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten




Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);

24, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2023 Nomor 71);

25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah
Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN TANAH
LAUT TAHUN 2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah
Laut.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
SKPD adalah perangkat d aerah pada pemerintah daerah Kabupaten
Tanah Laut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.




10.

11.

(1)

(2)

(3)

(1)

Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan
penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan
serta tidak bersifat kaku.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum
disepakati dengan DPRD.

Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disebut KUA APBD adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB 11
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang terhitung

mulai Tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember

2024.

RKPD Tahun 2024 sebagaimana pada ayat (1) merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Daerah serta berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan

serta memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas

pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaan dalam jangka 1

(satu) tahun yang bersifat indikatif.

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:

a. pedoman penyusunan Renja SKPD Tahun 2024; dan

b. pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD dan
Rancangan APBD dan APBD Tahun 2024.

Pasal 3

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab Il : Gambaran Umum;

Bab Il : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bab IV : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

Bab VII : Penutup.

®R ™o A0 o



(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, SKPD
menggunakan RKPD Tahun 2024 untuk:

a. menyempurnakan rancangan akhir Renja SKPD tahun 2024; dan
b. sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD tahun 2024,

(2) Penetapan Renja SKPD tahun 2024 ditetapkan melalui Peraturan
Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang
RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ditetapkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juli 2023
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd
H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 69




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

@ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 21274 Fax. (0512) 21101
PELAIHARI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 050.13/ 17 /BPKAD/ 2023

TENTANG
RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja ( Renja) SKPD dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

b. bahwa untuk melegalkan Rencana Kerja ( Renja ) Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan
b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah
Laut tentang Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan
Daerah Tingkat Il Tabalong, dengan mengubah Undang-undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355 );

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );



5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana
Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencananan Pembangunan Daerah Kabupaten



Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 10);

15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2008 Nomor 11);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25);

18.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;

20.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis SKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-
2023;

21.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2023 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja ( Renja )
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2024..

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan
ini.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024-2026 dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 setelah tercantum
dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran
Sementara.



Keempat . Agar seluruh personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta
melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa
tanggungjawab.

Kelima - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di  Pelaihari
pada tanggal 20 Juli 2023

Tembusan :
1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut dan demi kesinambungan pelaksanaan RPJMD,
Renstra SKPD khususnya untuk tahun ke empat, maka disusunlah Renja
SKPD untuk Tahun Anggaran 2024 yang merupakan penjabaran lebih lanjut
dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renja SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD
untuk Tahun 2024 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan,
akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun Anggaran 2024 yang merupakan
dasar dalam penyusunan RKA-SKPD. Dimana RKA —-SKPD setelah melalui
pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan kedalam RAPBD Tahun
Anggaran 2024.

Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD sangatlah penting artinya
dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik
untuk RPJMD maupun Tujuan Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja SKPD tidak saja memuat
Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas
pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan tahun sebelumnya
yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya,
sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai

dengan optimal.

Pelaihari, 20 Juli 2023
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 &21101 Fax. (0512) 21101

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB RENCANA KERJA TAHUN 2024
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertandatangan di bawabh ini:

Nama : MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
Jabatan . Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

Menyatakan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai target kinerja
Jjangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Kerja Tahun 2023.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dalam dokumen
Rencana Kerja Tahun 2023 tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kami akan melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 20 Juli 2023

KEPALA BPKAD
UPATEN TANAH LAUT
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N MUHA“ D DARMIN,S.IP.M.Si
~ ~1P.19661227 198703 1 002




BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah (PP) Rl Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan
RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD
merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin
penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan

efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi,
dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan
kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra

SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan  suatu
perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun
dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan
RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar
nantinya penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan
dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan
adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.



Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun
2024 dilandasi oleh :

1.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong, dengan
mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan;

2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 );

3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

5.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6398);

7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

(]



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6537);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja
SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencananan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

15.Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

o



17 .Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 25);

18.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan
Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah
Laut;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2018-2023;

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk :

a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan

dan perencanaan program

c. Menyelaraskan program dengan penganggaran

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan

e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan

sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk
1 (satu) tahun anggaran ;

b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Sub
Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan
anggaran dan program kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada BPKAD
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

d. Dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Tahun 2024 setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas

Plafon Anggaran Sementara.

Dengan demikian maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD

BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah yang



jelas berupa program dan kegiatan serta Sub Kegiatan dengan target kinerjanya
yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2024.

Sistematika Penulisan

Rencana Kerja ( Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan
Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.Terdiri dari uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
BAB Il HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu
Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran
Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisi uraian tentang Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak
lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, apabila laporan evaluasi
pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi
berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya,
dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam
dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu
standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan
kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-
target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kabupaten Tanah Laut, selain
mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator
pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut.

Rata-rata realisasi capaian kinerja atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebesar 90,88 % namun secara umum
pencapaian kinerja pelayanan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 1
tahun cukup berhasil dan sasaran yang ditetapkan dapat terlaksana dengan
sangat baik. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah
ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan
dalam Renja selama kurun waktu 1 tahun adalah juga merupakan implementasi
dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-
2023 tetapi bukan berarti sempurna, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi,
sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD selain tugas dan fungsi selaku
SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 pada

umumnya sudah tercapai target pencapaian kinerja secara keseluruhan, tidak



memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan

prioritas dalam suatu kegiatan.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan
kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak
melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian
besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun
demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai

dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022 pagu anggaran murni sebesar
Rp 262.842.134.187 - setelah perubahan adalah sebesar Rp 268.315.448.124. -
dengan realisasi pada akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp 244.037.890.861-.

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran
2022 adalah sebesar 90,95 %.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup
memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana
lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan
kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA SKPD BPKAD tahun 2022 yang telah menjadi
Belanja Langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel T-
C.29 berikut ini



TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2022
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
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Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa capaian kinerja BPKAD Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2022 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan rata-rata
sangat baik, ini bukan berarti tidak ada persoalan, karena yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan dan aset tentulah masalahnya tidak akan ada henti-
hentinya. Pencapaian pengelolaan keuangan, setiap tahun anggaran harus
disusun dalam bentuk APBD dan APBD perubahan sebagai dasar
pelaksanaannya, dan pelaksanaan atas APBD tersebut haruslah dikawal dari
proses penganggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan,
pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan keuangannya. Pengelolaan aset
daerah adalah hal yang sama, setiap tahun harus dikawal dan dikelola dengan
baik, karena berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang
setiap tahun dibuat. Kalau tidak dikawal dan dikelola dengan baik, bagaimana
mungkin neraca SKPD dan neraca Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan
Pemerintah dapat diyakini kewajarannya. Oleh karena itu untuk peningkatan
pengelolaaan keuangan dan pengelolaan aset daerah tetaplah menjadi prioritas
utama untuk dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka
pencapaian akuntable yakni yang berkaitan dengan tata kelola keuangan agar
tetap bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah

kita capai 9 (Sembilan) tahun berturut-turut ini..

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut
selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah,maka keberhasilan
pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik
faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan
perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum,
dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi
terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain :

1). Adanya beberapa update peraturan perundang undangan. Oleh karena itu,
untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan
perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang lebih intensif antar

K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana



kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap
outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan ;

2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan
aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek,
pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ;
3) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini
antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang
memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan
anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan
penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan
pola pikir sumber daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan
pendampingan pengelola keuangan daerah.

Sebagai gambaran atas analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilingkungan
BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2019 — 2023 dapat dilihat pada tabel
T-C.30 dibawah ini :
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan sesuai dengan Dokumen Renstra BPKAD Tahun
2024-2026 bahwa target kinerja indikator yang telah ditetapkan dan yang telah
dilaksanakan serta proyeksi capaian realisasi kinerja SKPD dari tahun 2018
sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator sasaran Opini BPK Rl Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
dengan target WTP telah tercapai sampai dengan tahun 2022 selama 4 (empat)
tahun Renstra, sedangkan sampai dengan tahun 2023 diproyeksikan tercapai
100%.

Indikator Sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan
keuangan dan aset daerah capaian kinerja dari tahun 2018 sd 2022 mengalami
kenaikan kinerja, sedangkan untuk proyeksi tahun 2023 ditargetkan terdapat
kenaikan kinerja.

Indikator Sasaran Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan
penganggaran sesuai ketentuan dengan capaian dari tahun 2018 sd tahun 2022
tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan
daerah sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%,
sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan
pembiayaan daerah sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai
100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Idikator Sasaran Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan dari
tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan 2023 diproyeksikan juga
tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai
ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 mengalami penurunan kinerja setiap
tahunnya disebabkan adanya kendala pada Kantor Agraria, sedangkan tahun 2023
diproyeksikan tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB
sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2019 tercapai 100%, sedangkan tahun
2022 tidak tercapai dikarenakan tidak adanya permohonan dan untuk tahun 2023
diproyeksikan tercapai 100%.
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Indikator Sasaran Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan dari
tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai rata-rata melebihi dari 100%, dan untuk tahun
2023 diproyeksikan tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd
tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan 2023 diproyeksikan tercapai 100%.
Indikator Sasaran Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan dari
tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan
juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase BMD yang dicatat dengan akurat dari tahun 2018 sd
tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai
100%.

Indikator Sasaran Persentase = Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan BMD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 mengalami
kenaikan kinerja diatas 100%, sedangkan tahun 2023 diproyeksikan tercapai
100%.

Indikator Sasaran Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn
baik dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun 2023
diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi
dan terpelihara dgn baik dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan
tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan
baik sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan
tahun 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD
sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2022 tercapai 100%, sedangkan tahun
2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

Indikator Sasaran Nilai akuntabilitas kinerja instansi’'pemerintah dari tahun 2018 sd
tahun 2022 mengalami kenaikan melebihi 100%, sedangkan tahun 2023
diproyeksikan tercapai 100%.

Dengan demikian secara keseluruhan pencapaian 18 indikator sasaran kinerja
selama 4 (empat) tahun Renstra terdapat kenaikan pencapaian kinerja walaupun
secara per indikator sasaran ada yang tercapai, namun ada yang mengalami

penurunan dan ada juga yang mengalami kenaikan atau melebihi target, namun



secara pencapaian kinerja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut dapat dinilai bahwa telah berkinerja dengan sangat baik
hal ini dapat terlihat dari tujuan SKPD yaitu untuk mempertahankan Opini WTP
dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah telah tercapai, sehingga diharapkan
dapat menjadi pedoman program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan

dilaksanakan.

Isu - Isu Strategis

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di atas,
maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD
Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat
prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023

sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan
anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses
penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap
penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan
belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan
akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan
penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan
efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat
yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan
pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan
memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang
optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.



b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak
bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi
kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat
Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja,
penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang
akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena
apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam
penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti
kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan
disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini
sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang

baik (good governance).

C. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD
adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk
pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi
hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat
disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau
pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu
penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus
dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD
Kabupaten Tanah Laut

No. Permasalahan Faktor Yang
Mempengarubhi

1. | Terbatasnya jumlah | Keterbatasan jumlah PNS yang
PNS pada BPKAD | memiliki pendidikan spesifik

yang memiliki | pengelolaan keuangan dan aset
kemampuan dalam | Belum adanya sistem pengembangan
pengelolaan SDM keuangan dan aset yang
keuangan dan aset terintegrasi dan konsisten.




Belum
antara

seimbangnya

Rencana
Pendapatan  Daerah
dengan Rencana
Belanja Daerah dalam
APBD sehingga APBD
defisit.

Terbatasnya kemampuan aparat
pengelola pendapatan dalam
merencanakan pendapatan.
Perencanaan pendapatan masih
disusun bersifat inkremental bukan
berdasarkan potensi yang ada.
Terlambatnya informasi dari
pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat berkaitan dengan rencana
pendapatan bagi hasil dan rencana
dana perimbangan.

Penetapan Perda
tentang APBD dan

Lemahnya SKPD dalam menyusun
RKA | sehingga memperpanjang

Perubahan APBD | pembahasan RKA oleh TAPD.
masih belum tepat | Berlarut-larutnya pembahasan
waktu KUA/PPAS dan RAPBD di legislatif.
Penetapan Perda | Belum lancarnya proses penyusunan
tentang Laporan Keuangan Pemerintah
Pertanggungjawaban | daerah (LKPD).
Pelaksanaan ~ APBD | Belum tertibnya penyampaian laporan
masih belum tepat | keuangan SKPD bulanan, triwulanan,
waktu smesteran dan tahunan
Lamanya proses reviu atas LKPD oleh
Itwilkab.
Berlarut-larutnya proses pembahasan
Perda Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD di legislatif.
Belum optimalnya | Lemahnya pengguna barang dan
pengelolaan aset | pengurus barang dalam mengelola
daerah barang SKPD.
Belum dipahami sepenuhnya
ketentuan tentang pengelolaan barang
daerah.
Belum tertibnya penyampaian laporan
berkaitan dengan barang SKPD
Sebagian masih ditemukan oleh
auditor pencatatan aset yang belum
diyakini kewajarannya.
Belum semuanya | Terbatasnya kemampuan aparat

ketentuan lebih lanjut
(Perda, Perbup, SK)
tentang pengelolaan
keuangan dan aset
diterbitkan/disesuaikan

pengelola keuangan dan aset.
Beban kerja yang cukup tinggi.
Cepatnya perubahan regulasi
berkaitan dengan pengelolaan
keuangan dan aset.

Belum optimalnya
pengelolaan bantuan

hibah dan bantuan
social

Belum dipahami sepenuhnya
ketentuan tentang Bantuan Hibah dan

Bantuan sosial oleh SKPD terkait dan
Organisasi / masyarakat.

Belum  diketahuinya
tingkat kepuasan
masyarakat/SKPD

berkaitan dengan

Belum dibuatnya kotak saran/ aduan
masyarakat/'SKPD

Belum terorganisirnya penanganan
pengaduan masyarakat/SKPD




[ pemberian layanan

9. | Belum tertibnya | Belum adanya PNS yang memiliki
penataan pendidikan kearsipan/dokumentasi
arsip/dokumentasi Terbatasnya ruangan untuk

pengelolaan arsip/dokumentasi

10. | Belum tertibnya | Tidak terfokusnya PNS yang
penyajian data dan | mengelola penyajian data dan
informasi informasi.

Berdasarkan gambaran identifikasi permasalahan pelayanan SKPD beserta
faktor-faktor yang mempengaruhinya, tentunya akan dapat dirumuskan dan
ditentukan isu-isu strategis SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus
mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun
waktu 2018-2023. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan
mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan
program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang
dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD,
dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan sesuai dengan renstra SKPD BPKAD yang substansi
kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas
dan fungsi BPKAD yang harus segera diatasi, terutama yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah.

Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu
kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk
selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD dan setelah melalui proses menjadi
acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya setelah
disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi
menyusunan RKA-SKPD.



Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan
fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab
tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan.
Sedangkan program dan kegiatan yang diusulkan dari pemangku kepentingan
tahun 2024 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel
T-C. 32 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

3 e . =
Mg | Tromeen/ Kaglatan/ Sub. | o indikator Kinerja | Target dan Satuan Besaran Pagu ‘ Pola Kegiatan Catatan

1 F 3 4 = 5 6

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pada kantor BPKAD Kabupaten Tanah
Laut tidak ada usulan program dan kegiatan fisik yang diusulkan masyarakat atau
dari pemangku kepentingan untuk Tahun 2024 baik melalui mekanisme
musrenbang maupun melalui mekanisme lainnya. Dengan demikian untuk sub
bab ini usulan program dan kegiatan fisik yang diusulkan masyarakat atau dari
pemangku kepentingan untuk Tahun 2024 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah
Laut adalah NIHIL atau tidak ada.
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka singkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program di daerah,
khususnya BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan instansi di tingkat Provinsi
Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan pengelolaan keuangan
dan aset, yang menjadi faktor pendorong dan penghambat tidaklah jauh berbeda.
Faktor pendorong dan faktor penghambat berkaitan dengan Renstra Instansi di
tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan
Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan aset dapat dikelompokkan sebagai
berikut :

Pengelolaan Keuangan :

Faktor pendorong :

Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar
pengelolaan keuangan daerah.

Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan
keuangan daerah.

Adanya simda keuangan.

Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan
pengelolaan keuangan daerah.

Adanya semangat aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam pengelolaan
keuangan daerah.

Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar
secepatnya dari Opini WDP menuju WTP, dimana dalam hal ini salah satunya

berkaitan dengan tertibnya pengelolaan keuangan daerah .
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Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur
dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Bintek/Diklat.

Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan
pengelolaan keuangan daerah.

Faktor penghambat :

Terbatasnya jumlah dan kemampun PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan
dalam pengelolaan keuangan daerah.

Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan yang terintegrasi dan
konsisten.

Berlarut-larutnya pembahasan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lembaga legislatif.

Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang
pengelolaan keuangan Daerah.

Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah.

Masih belum lancarnya penyampaian laporan keuangan SKPD bulanan,
triwulanan, smesteran, dan tahunan.

Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat / SKPD berkaitan
dengan layanan keuangan daerah.

Pengelolaan aset daerah :

Faktor pendorong :

Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar
pengelolaan aset daerah

Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan
aset daerah.

Adanya simda Barang Milik Daerah (Simda BMD).
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Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan
pengelolaan aset daerah.

Adanya semangat dari aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam penataan dan
pengelolaan aset daerah.

Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan
agar mempertahankan Opini WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan
dengan tertibnya pengelolaan aset daerah.

Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur
dalam pengelolaan aset daerah melalui Bintek/Diklat.

Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan
pengelolaan aset daerah.

Faktor penghambat :

Terbatasnya jumlah dan kemampun PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan
dalam pengelolaan aset daerah.

Belum adanya sistem pengembangan SDM aset daerah yang terintegrasi dan
konsisten.

Berlarut-larutnya penerbitan sertifikat tanah-tanah daerah pada instansi vertikal.
Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang
pengelolaan aset daerah.

Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan
pengelolaan aset daerah.

Masih belum lancarnya penyampaian laporan aset SKPD bulanan, triwulanan,
smesteran, dan tahunan.

Masih banyak pengguna barang yang kurang berkomitmen dalam pengelolaan

barang SKPD secara tertib dan benar.



Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan
dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada BPKAD Kabupaten Tanah
Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana
yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Pernyataan Visi
dan Pernyataan Misi Kepala Daerah terpilih yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Visi Kepala Daerah adalah
Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI sedangkan Misi Kepala Daerah
untuk BPKAD kabupaten Tanah Laut terdiri dari 2 (dua) Misi yaitu : Misi ke 2 :
Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan
industri kreatif dan Misi ke 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance). Dengan disinkronisasikannya Visi, Misi kepala Daerah maka
BPKAD Kabupaten Tanah Laut harus menentukan Tujuan strategis agar dapat
secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan
Misi untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan

mempertimbangan semua sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan agar bisa dicapai dituangkan dan dijabarkan
dalam tujuan, dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan pada BPKAD
Kabupaten Tanah Laut akan memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya

untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut
sehubungan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan
transparan.

Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.
Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Sasaran

Dengan telah ditetapkannya tujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan
untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Tanah
Laut ditetapkan sasaran. Sasaran adalah merupakan bagian integral dari proses
perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang akan dicapai
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melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan.
Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan sasaran yaitu sebagai berikut :
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah

Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam
Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan
Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab
sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD
sesuai ketentuan

Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran

Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD

Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode
satu (1) tahun,yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan
Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi
Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan
melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2023. Selain itu, Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut juga merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-
fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan
dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan
bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal
dari APBD Tahun Anggaran 2022. Renja-SKPD sebagai salah satu alat
perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan
organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya
yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran
yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk
melakukan :

a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang
telah ditetapkan ;

b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;

c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah

disusun ;

Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

4.1 Program dan Kegiatan

Program
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD)
mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Rancangan
Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya
bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menjabarkannya ke dalam program-
program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan. Adapun Program-program

dimaksud pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten kota
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Barang Milik daerah

Kegiatan

Langkah lebih lanjut setelah ditetapkannya Program adalah ditetapkannya
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan dan Sub
Kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam RKA SKPD
yang akan dimasukkan dalam APBD yang tentunya setelah melalui proses yang

berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa dilaksanakan setelah menjadi DPA SKPD.

Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu
kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk
selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD dan setelah melalui proses menjadi
acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya setelah
disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi
menyusunan RKA-SKPD.

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam bentuk barang/jasa.
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Adapun Program, kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud pada tahun 2024 adalah
sebagai berikut :
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD
1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang —Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.5. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD
4 6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
5.2 Pengadaan Mebel
5.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
5.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.2. Penyediaan Jasa Umum kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
7.3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
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7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
8.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
8.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
8.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
8.4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
8.5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD
8.6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA — SKPD
8.7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
8.9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
8.10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
9. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
9.1. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan
SPD
9.2. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
9.3. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul
Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
9.4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan
Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
9.5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
10. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah
10.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah
10.2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
10.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
10.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah



10.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

10.6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

dan Tuntutan Kerugian Daerah

10.7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Kabupaten/Kota
11. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
11.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
11.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
12. Pengelolaan Barang Milik Daerah
12.1. Penyusunan Standar Harga
12.2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah,

12.3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

12.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah

12.5. Inventarisasi Barang Milik Daerah

12.6. Pengamanan Barang Milik Daerah

12.7. Penilaian Barang Milik Daerah

12.8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

12.9. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
12.10.Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

12.11.Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota

Adapun sebagai gambaran untuk menjabarkan Program dan Kegiatan yang
diusulkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 BPKAD Kabupaten Tanah Laut
dengan kinerja yang akan dicapai dapat digambarkan dalam kertas kerja
sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dan tabel Rekapitulasi Belanja Satuan Kerja
BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
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RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

PRAKIRAAN MAJU
URUSAN | BIDANG Tk TARGET REALISAS! h’.ﬂbh!b CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN RENCANATAHUN
URUSAN / A CAPAIAN KELOMPOK 2028
KODE PROGRAM / PROGRAM / PERIODE RENJA TARGET SASARAN
HEGIATAN | SUB KEGIATAN | RENSTRA oPD RENJAOPD | rapoey PRIORITAS
KEGIATAN suB OPD TAHUN TAHUN 2024 PAGU INDIKATIF LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
KEGIATAN 08 203 {Rp) NASIONAL DAERAH
2 3 4 5 L] 7 8 9 10 1 12 13 14 15 18
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 301.985.677.767 00 326.277.356.757 00
L] UNSUR PENUNJANG 301.985.677.767 00 326.277.356.757,00
URUSAN
PEMERINTARAN
502 KEUANGAN 301.965.677.767 00 326.277.356.767 00
1 50201 PROGRAM Niiad 1M - B7 Nilai 12983.161.412,00 - 13.727.942.462,00
PENUNJANG URUSAN Sekretariat |
PEMERINTAHAN BPKAD |
DAERAH |
KABUPATENKOTA |
s0z0 20 Porencanaan Persentase - 100 Persen 1798312500 - | 04 Mening katkan - - 20 180.200.00
Panganggaran dan Capaian | Tatakeicla Pem
| | srintshan Yang Fokus KEUANGAN DAN ASET
Daerah Pengpanggeran _ Pada Pelayanan
| den Evaluasi | Pubi
| Kneda Peranghal 03 Penyeienggaraan
Doerah | Tata keloia
| * Pemerntahan yang _ _
| Bask | “
|
$02.01 2010001 Pony Dok P gkat Daerah
Jurniah & Dokumen B 49527700 | - Kab Tanah SISA LEBIH - 04 Mening katkan - 8 603.500,00
Dokurmen Laut, Semua PERHITUNGAN TataKelcla Pem
Perencanaan Kecamatan. ANGGARAN enntahan Yang Fokus KEUANGAN DAN ASET
Peranghat Semua TAHUN Pada Peleyanan
Deerah KeiDesa SEBELUMNYA Publik
03 Penyelenggaraan
Tata kelola
Pemadntahan yang
Bk
502.01.2.01 0007 Evaiuasi Kinerja Perangka! Dasrah
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ﬂ’b’g MAJU RENCANA
URUSAN | BIDANG INDIKATOR PROGRAM AKHIR REALISASI CAPAIAN AHUN 2028
URUSAN | PROGRAM | CAPALAN LELOMPOK T
KEGIATAN / SUB PERIODE 'ARGET RENJA
KEGIATAN / 5UB KEGIATAN RENSTRA | RENJA OPD OPD TAMUN  TARGET PRIORITAS AN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN oPD TAHUN 2022 2023 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS| DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
MNASIONAL | DAERAH
3 4 5 L] 12 T
Fenatausahoan Arsip Dinamis pada SKPD
Dodkurmnon Dokumen 23 T6% 861 00 - Kab Tanah SISA LEBIH 04 Maning - 40 000 000.00 BADAN PENGELOLAAN
Arsip Laut. Semua PERHITUNGAN hatian Tats FEUANGAN DAN ASET
is peda SKPD ecamatan, ANGGARAN Kelola Pem
Semua KelDesa  TAHUN orintahan
SEBELUMNY, Yang Fokus
Pada
Peinyanan
P ubilic
03 Penyele
nogaraan
Tatn kelola
Pemerintah
@n yang Badk
Sstorn poda SKPD
Dokumen Dukungan B Dokumen 79820 000.00 } Kab. Tanah SISA LEBIH 04 Mening | 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN
anaan Sistem Laut, Semua PERHITUNGAN katkan Tata KEUANGAN DAN ASET
Berbasis Felola Pem
pada SKPD Semua KelDesa  TAHUN eontahan
ISEBELUMNYA ang Fokus
Pada
Palayanan
P ubilik
03 Penysle
nogarsan
Tata kelcla
Femerintah
@n yang Baik
Fongadaan Barang Milik Persentase Capaian 100 Persen 1578084 155,00 Od Mening + | 110000000000
Daecah Penunjang Urusan Pengadaan Barang Milk jatian Tata FEUANGAN DAN ASET
Femarintah Daerah Daerah Penunjang Uruzan Kelola Pem
\Pemerintah Deorah wrintahan
Yang Fokus
Pada
P elayanan
P ublik
03. Ponyele
nogaraan
Tata kelcia
Pemerintah
jan yang Baik
Dwnas. atau
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Wumiah Linit Kendaraan

#9600 000.00 | Kab Tanah [SISA LEBIH 04 Mening + 50 000 000,00
\Dinas Operasional steu Laut Semua PERHITUNGAN katican Tata
Lapangan yang Disecakan 5 K.eicla Pem
Semua KelDesa  TAHUN wrintahan
[SEBELUMNYA 'Yang Fokus
Pada
Pelayanan
Publik
03. Panysie
nogarsan
Tata kelcla
Pemadintah
mn yang Baik




.| s

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025
ELOMPOK T DAERAH
PRIORITAS BASARAN PENANGGUNG JAWAB
PAGU INDIKATIF (Rp) TOSDI_ SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
12
»38&-5.8_. GISA LEBIH F 04 Mening 50 000 000 00 BADAN PENGELOLAAN
PERHITUNGAN katian Tata FEUANGAN DAN ASET
ANGGARAN Felola Pem [DAERAH
TAHUN wiintahan
SEBELUMNYA Yang Fokus
Pada
Palayanan
Publik
03 Penyele
nggarsan
Tata kelola
Pemenntah
@n yang Balk
999 T24 42500 | Kab, Tanah —mﬁ.ﬁrmﬂ.: b 04 Merning 500 000 000,00 JBADAN PENGELOLAAN
Laut. Semua PERHITUNGAN katkan Tata FEUANGAN DAN ASET
K.eiola Pem DAERAH
Semua KelDesa  [TAHUN rntahan
SEBELUMNYA Yang Fokus
Pada
Pelayanan
Publik
03 Penyeie
pogaraan
Tata kelola
Pemenintah
mn yang Baik
190 529 280.00 | Kab. Tanah [BISA LEB 03 Penyslo 500 000 000,00 BADAN PENGELOLAAN
Laut, Semua PERHITUNGAN nggarnan KEUANGAN DAN ASET
K.ecamatan ANGGARAN Tata kelola DAERAH
Semua KetDesa  [TAHUN Pamarintah
ISEBELUMNY, n yang Baik
42 0o 04 Mening $00 000 000,00 BADAN PENGELOLAAN
hatkan Tata mm_’zgz DAN ASET
Kolola Pem RAH
mrntahan
Yang Fokus
Pada
Pelayanan
Pubiik
D3 Penyeie
nggarsan
Tata kelols
Pemaerintah
an yang Baik




TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN | BIDANG INDIKATOR PROGRAM AKHIR REALISASI CAPAIAN TAHUN 2025
URUSAN | PROGRAM CAPAIAN KELOMPOK AT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE ARGET RENJA
KRG AN/ SUs; KEGIATAN RENSTRA | REMJAOPD | “opn TaHUN  (TARGET r.lﬂ FRIOMTAS AN PENANOQUNG AR
KEGIATAN oPD TAHUN 2022 2023 l2024 PAGU INDIKATIF (Rp)  LOKAS! R DANA ARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
INASIONAL | DAERAH
3 4 ] 10 " 12 13 AL 135 17
Wumiah Laporan Penyedisan Laporan 384 550 000.00 | Kab Tanah ISISA LEBIH - 04 Moning 400 000 000,00 BADAN PENGELOLAAN
Jasa Komundesi, Sumber Laut. Semua PERHITUNGAN Watian Tata FEUANGAN DAN ASET
Daya Arr don Listrik yang ANGGAR ¥.eiola Pem DAERAH
Disechakan Semua KelDesa  [TAHUN wrintahan
| SEBELUMNYA Yang Fokus
| Fada
Pelayanan
Pubiic
03 Penyele
nogarsan
‘ata kelola
emarintah
yang Baik
mmmmmm 0004 'enyedman Jasa Pelayanan Umum Kantor
Wumiah Laporan Penyedioan Lapaota 4888 00 - Kab Tanah SA LEBIH 4. Mening 500000 000,00 BADAN PENGELOLAAN
Wasa Pelayanan Umum Laut. Semua PERHITUNGAN Joatican Tota HKEUANGAN DAN ASET
Handor yang Diseckakan 3 K elota Pem CAERAH
Gomus KelDesa  [TAHUN mrintahan
BEBELUMNYA Yang Fokus
Pada
Felayanan
P ubi
03 Peryole
Pogaraan
Tata kelola
Femenntah
B yang Badk
uuuuu 09 Femelharaan Barang Milik  Persenfase Capaian 00 Perse: 120021 000,00 04 Mening 203 830.389.00 BADAN PENGELOLAAN
Casah Penunjang Urusan  Pemelibarsan Barang Mitk joatican Tata WKEUANGAN DAN ASET
Famarntahan Dasrah Deerah Penurgang Lrusan Malola Pem DAERAH
Pemerintah Doorah mrintahan
Yang Fokus
Pada
Pelayanan
Publik
03 Peryels
| Pogaraan
| Tota kelola
Femenntah
_ o yang Bak
|
02 09 000 Jasa . Biarya P dan Pajak Dinas atau Dinas Jabata:
WJumiah Kendarsan 000 000.00 + Kab Tanah SISA LEBIH 04 Mening 08 11500 BADAN PENGELOLAAN
Perorangan Dinas afeu Laut. Semua PERHITUNGAN fatian Tata FEUANGAN DAN ASET
Kendarsan Dinas Jabatan 1 N Keicla Pem DAERAH
yang Dipelhara can Semua KelDesa  [TAHUN enntahan
chbayarkan Pagaknya ISEBELUMNYA | MangF okus
Pada
| Pelayanan
| Publk
| 03 Penysle
nogarsan
_ Tata kelola
Fomenntah
_ @n yang Baik
1
5.02 012 09 0002 enyedinan Jasa Pemeiliharaan Biaya Pemeiharsar, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan




H CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN r
URUSAN  PROGRAM | | INOIATOR BROCGRAM ELOMPOK T
ATA TARGET PENANGGUNG JAWAB
T 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA AGU INDIKATIF (Rp)
DAERAH
3 4 8 ] 1" 13 18 17
Uumiah Kencarsen Onas | || |aum 5154 LEBIH D4 Mening
[Operasional ateu Lapangan PERHITUNGAN katkan Tata MEUANGAN DAN ASET
Kelola Pem
z TAHUN wrirtahan
SEBELUMNYA Yang Fokus
Fada
Pelayanan
Publii
03 Penyele
ggarman
Tata keicla
Femarintah
mn yang Baik
Femakharann Peralatan dan Mesin Lnmya
Wumish Peraiatan dan Mesn 50 Unit rgﬁm! 04 Mening - 48 457 500,00 BADAN PENGELOLAAN
Lainnya yang Dipelhara PERHITUNGAN jatican Tata FEUANGAN DAN ASET
ANGGARAN Kelola Pemn
TAHUN jerintahan
SEBELUMNYA Yang Folus
Fads
Palayanan
Pubik
03 Penyele
Pogaraan
Tata kelola
Pemerintah
mn yang Baik
‘emelharsanfehabiitas) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Wumish Gedung Kantor dan 2 Unat V_m)_.mmi D4 Mening BADAN PENGELOLAAN
\Bangunan Lainnys yang PERHITUNGAN katkan Tata FEUANGAN DAN ASET
DipeiharaDrohabitas JANGGARAN Kelola Pem
| TAHUN mrintahan
ISEBELUMNYA Iang Fokus
Fada
Pelayanan
Publik
03 Ponyele
ngoaraan
Tata kelola
Femerintah
an yang Badk
Persentase Penyampalan 00 Persen




AN GG TARGET | pou oo | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN FIRMORAAN MAL RENCANA
URUSAN | PROGRAM | | INDIKATOR PROGRAM/ | AKHIR CAPAIAN e OMPOK T DAERAH
ODE KEGIATAN / SUB PERIODE ARGET RENJA
KEGIATAN | SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN ARGET PRIORITAS BASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN oPD TAHUN 2022 2023 ﬂcs. PAGU INDIKATIF (Rp)  LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
4 5 12 17
uuuuuu rdfinas: da ¥ Capalan 00 Persen 736 993.00 04 Mening T32 77262400 BADAN PENGELOLAAN
L) Daerah dan Peny katkan Tata KEUANGAN DAN ASET
Rencana Anggaran Deeraf Folola Pem DAERAH
erintahan
Yang Fokus
Fada
Pelayanan
P ublik
03 Penyele
nggaraan
Tata kelola
Pemerintah
mn yang Baik
02 02 000 oordines dan Pemyusunan KUA dan PPAS
| Dokumen KUA dan 2 Dokumen 43 458 74000 - Kab Tanah NDAPATAN Dd Mgrng + | T000000000 BADAN PENGELOLAAN
“Mvﬂ“l.q_u&g Laut. Semu DAERAH jatian Tata KEUANGAN DAN ASET
ecamatan 'AD), SISA Kelola Perm DAERAH
| KelTesa BiH mrintahan
ﬁlﬂ.l RHITUNGAN ing Fokus
'8
AHUN Pelayanan
SEBELUMNYA uiblik,
_ oryele
| riggaran
| ata kelola
Pemerintah
7 jan yang Baik
ssssss 0002 UA dan Perubs PPAS
wumiah Dokumen Perubahen Dokumen 41498 528 00 - Kab. Tanah Fw.;..mﬁ! g D4 Mening 55 000 000.00 BADAN PENGELOLAAN
UA dan Perubahan PPAS Laut, Semua PERMITUNGAN katkan Tata HKEUANGAN DAN ASE
yang Disusun Kalola Pem DAERAH
| Semua KelDesa [TAHUN wrintahan
SEBELUMNYA Y ang Fokus
| Pada
_ Pelayanan
| Pubisk
03 Peryele
nggaraan
Tata kelola
Pemerintah
mn yang Baik
02.02 000 dan Verifikas RKA-SKPD
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Wumiah RKA-SKPD yang 0 Dokumen 990 844 00 | Kab Tanah V.w)rmm-._ . Mening 23 348 482 00 BADAN PENGELOLAAN
Drveriiasi Laut, Sermua PERHITUNGAN Tata FEUANGAN DAN ASET
. Pem DAERAH
Semun KelDesa TAHUN
SEBELUMNYA ‘ang Folus
n
Penyele
‘ata kelola
yang Bask




. TARGET | peniisas; | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN AL MAN) AN
URUSAN/ PROGRAM /| 'NOWATORPROGRAMI | WMR | ‘capauan |, CAPAUN KELOMPOK T
TAR/ HEREGATAN RenstRa | RENIAOPD | TRRORT IR | oeT oo
T oPD AHUN 2022 ety Hery AGU INDIKATIF (Rp)  LOKASI SUMBER DANA ARGET AGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
] 5 10 12
RKA-SKPD
Wumiah Perubahan W0 Dokumen 998 505 00 - Kab Tanah ISISA LE] 03 Penyele 23 348 48200
RKA-SKPD yang Diverifikasi Laut. Semua PERHITUNGAN npgarsan FEUANGAN DAN ASE
; atn keloln
Semua KelDesa  [TAHUN Femerintah
ﬂnum_.c.!{ n yang Bask
i DPA-SKPD
Jurmiah DPA- SKPD yang WO Dokurmen 7 3999 T62.00 | Kab Tansh SISA LEBH 04 Maning 7 830,00 BADAN PENGELOLAAN
Drverifikas Laut, Semua PERHITUNGAN katcan Tata KEUANGAN DAN ASET
X Folcla Pem
Semua KelDesa TAHUN mrintahan
SEBELUMNYA ang Fokus
Pada
Pelayanan
Fublik
03 Perysis
| rogarsan
| Tata kelola
| Pamarintah
_ an yang Batk
shan DPA-SKPD
wumiah Perubahan 40 Dokumen 969 00 + Kab. Tanah rw)rmut‘ 04 Mening 830.00
IDPA-SKPD yang Diverifkas) Laut, Semua PERHITUNGAN katkan Tata FEUANGAN DAN ASE
Kecamatan ANGGARAN Kelola Pem
Semua KelDesa  [TAHUN wrintahan
SEBELUMNY iYang Fokus
Pada
Pelayanan
P ubiik.
03 Penyele
nggaman
Tata keicla
Femarintah
n yang Baik
Dwerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjataran APBD
wumiah Perafuran Daerah 2 Dokumen 998 240 00 - Kab Tanah SISA LE! 04 Maning 300 000 000.00
dentang APBD dan Peraturan Laut. Semua PERHITUNGAN boatian Tata KEUANGAN DAN ASET
Kepala Daerah fontang L Kaloln Pem
Penjabaran APBD Semua KelDesa [TAHUN lermntahan
ISEBELUMN 'Yang Folus
Pada
Felayanan
Publi
01 Penysie
ngparaan
Tata kelola
Pemerintah
an yang Baik

Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubshan APBD




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN | BIDANG ] ﬂb’hﬁ—hﬂ REALISASI ;ﬂ”“g CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025
ODE UFARAN ) RDGRAN | KEGIATAN | SUB PERIODE | CAPAIAN | 1up0eT RENIA x
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN  TARGET PRICRITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN 0PD TAHUN 2022 2023 2024 AGU INDIKATIF (Rp) OKASI SUMBER DANA ARGET AGU INDIKATIF
[NASIONAL | DAERAH
3 5 L] L] ] 10 " 12 7
wJumiah Peraturan Daerah 2 Dokumen 158 797 820.00 | Kab. Tanah SISA LEBIH D4 Mening + | 21500000000
tentang Perubahan APBD Laut, Sermua PERHITUNGAN katkan Tata KEUANGAN DAN ASE
dan Persturen Kepals Kecamatan, ANGGARAN Kaelola Pem
Deeorsh tentang Perjabaran [Sermua KelDesa  TAHUN wrintahan
Perubahan APBD [SEBELUMNYA M!Ono!l
'nda
Pelayanan
| Publik
| 03 Penyele
FOpersan
Tata kelola
Pomerintah
mn yang Badk
oooooo 0008 dan Py guias: sorta Buda oo
Egig 5 Dokumen 30995 027,00 | Kab Tanah SISA LEBIM | D4 Mening 12 500 000.00
serfa Kebjakan Bideng Laut, Semua PERHITUNGAN katean Tata KEUANGAN DAN ASET
Anggaran Kalola Pem
| fSemun KelDesa  TAHUN mrintahan
SEBELUMNY, i ang Fokus
| Pada
| Folayanan
Publik
03 Penyele
Pggaraan
Tata kekla
Femerntah
an yang Baik
nnnnn 02 dinas: dan Py capaian 100 Parsen 154 680 552.00 b D4 Mening 224 960 250 00 PADAN PENGELOLAAN
Perbendaharaan Daerah Hoordinas! dan Pengeloisan katan Tata KMEUANGAN DAN ASE
Porbendaharaan Deerah Kelola Pem
wrintahan
'Yang Fokus
Pada
Pelayanan
Publik
03 Penyele
nggaraan
Tata kelola
Pemedintah
an yang Badk
02 2 02 000 Ponyapan, P, dan Kas dan SPD
Dokumen Hasil 68 045.00 | Kab Tanah [5ISA LEBIH D& Merang + | 1525000000
aan Dokumen Laut. Semua PERHITUNGAN katkan Tata WEUANGAN DAN ASET
\Penerbian Anggaran Kas Kecamatan, ANGGARAN Kelola Pem
idan SPD Semua KelDesa TAHUN wrintahan
SEBELUMNYA 'rang Fokus
_ Pada
Pelayanan
Publik
D3 Panyeie
nogaraan
Tata kekola
Pemerintah
| mn yang Baik
£.02 02 2.02 0004 Penatausahaan Pembiayaan Daemh




PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG TARGET REALISAS! PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
! !

TAHUN 2028
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
ODE URUSAN | PROGRAM KEGIATAN | SUB PERIODE CAPAIAN ARGET RENJA {ELOMPOK DAERAH
KEGIATAN / SUI KEGIATAN RENSTRA | RENJAOPD | “opr'oyim ARGET PRIORITAS BASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN oPD TAHUN 2022 2023 2024 PAGU INDIKATIF (Rp)  LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
INASIONAL = DAERAH
4 [} 1" 12 13 ne
whumiah Dokumen Hasi Diokumen 48 00 + Kab Tansh SA LEBIH - 04 Mening 80210 250,00 BADAN PENGELOLAAN
Penatausahosn Pembiaysan Laul. Semua PERHITUNGAN katian Tata MEUANGAN DAN ASE
Doersh AN Kolola Pern DAERAH
Semun KelDesa  [TAHUN erintahan
SEBELUMNYA Yang Fokus
Pada
Felayanan
Public
03 Penyele
nggaraan
Tata kelola
Femerintah
an yang Baik
sssss 0008 Koordinas: Pelaksanaan Piutang dan Utang Deerah yang Timbul Akibat P Kas, Anaphss dan Uang Daerah sebagai Optmalsas Kas
Wumiah Dokumen Hasd 1 Dokumen 14 4609 3T6.00 - Kab Tanah SA LEBIH D4 Mening 16500 000.00 BADAN PENGELOLAAN
Woordinas! Pelaksansan Laut, Semua HITUNGAN batian Tata FKEUANGAN DAN ASET
Plutang dan Utang Deerah Kecamatan, Kaiola Pem DAERAH
E?Eh.—bl_ Semua KelDesa AHUN mrintahan
Panpeiolaan Kas BELUMNY, ang Fokus
Analsis Pada
Fi ysan dan Petayanan
P Uang Dosrah Public
baga: Optimaiises; Kas -
NOgaraan
Tatn kelola
Pemerintah
inn yang Baik
502 02202000 Penyusunan Petunjuk Teknis A 1 yang B dengan Penerk dan P Kas sorta P dan Pertangg Sub
wmiah Peturjuk Teknis Dokumen 13,868 25000 | Kab. Tanah SA LEB 04 Mogrung + | 1800000000 BADAN PENGELOLAAN
Kouangan yang Laut, Semu FPERHITUNGAN atkan Tata FEUANGAN DAN ASE
dengan ocamatan ANGGARAN Kedola Pem DAERAH
dan Pengokiaran Semua KelDesa  [TAHUN mrintahan
sevta Ponataus shaan den SEBELUMNYA ang Folus
Sub Pada
egpalan Palayanan
Publik
7 03 Peanyeie
nageraan
Tata kelols
Pemerintah
@n yang Bak
502022020011
Humiah Orang yang Orang 64 900 362.00 - Kab Tansh SISA LEBIH 04 Maering #5 000 000,00 BADAN PENGELOLAAN
Mengkuti Pembinsan Laut. Sermus PERHITUNGAN katkan Tata MEUANGAN DAN ASET
Ponafsusshoan Keuangan 3 Kelola Pem DAERAH
Pemerintah KabupaterKole Semua KelDesa  [TAHUN enntahan
ISEBELUMNY. Mang Fokus
Fada
Peloyaran
Publik
D3 Periyele
nggarean
(Tata keiola
Pemerintah
jan yang Baik




TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN [ER AR L WAL REMCANA
URUSAN | BIDANG INDIKATOR PROGRAM /| AKHIR REALISASI CAPAIAN [TAHUN 2025
URUSAN | PROGRAM | CAPAIAN {ELOMPOK RANGKAT DAERAH
KODE KEGIATAN | SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN |/ SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPDTAHUN |[TARGET [PRIORITAS BASARAN IPENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN oPD TAHUN 2022 2023 2024 PAGU INDIKATIF {Rp) LOKASI [SUMBER DANA TARGET [PAGU INDIKATIF (Rp)
[MASIONAL | DAERAH
2 ¥ 4 5 ] 7 ] ° 10 11 12 13 14 15 18 17
5.02.02.2.03 i dan Py Capaian 100 Persen S48 708 124 00 03 Mempe | 1002 388 831,00 [BADAN PENGELOLAAN
i i dan Pelap i dinasi dan Pk pkuat Infras [KEUANGAN DAN ASET
Feuangan Daerah pAkuntans! den Peleporan Rruktur Untuk IDAERAH
Keuangan Dasrah Pemenuhan
1 Pelayanan
| [Dasar Dan
| Fengemba
_ ngan Parek
ONOMEan
Dasrah m
03. Penyale |
nggaraan
Tata kelola
Pamarintah
mn yang Baik
(5.02.02.2 03.0001 | Py dan Pang Kas Daerah
Wumiah Laparan Hast 7 Laporan 148.862 874,00 | Kab. Tanah [5ISA LEBIH 02 Mempe | 149 983 704 00 BADAN PENGELOLAAN
Koordinas| Pelaksanaan lLaut, Semua [PERHITUNGAN [rkunt Infras MEUANGAN DAN ASET
Akuntansi Penerimaan dan [Kacamatan, IWNGGARAN firuktur Uintuk JCAERAH
Pangetuawan Kas Dasrah (Semua KelDesa  [TAHUN [Pemenuhan
\ [SEBELUMNYA Pelayanan
| Crasar Dan
{ Pengemba
| ngan Perek
| Bnomian
Craorah
03 Penysle
nogaraan
Tata keiola
Pemaerintah
mn yang Balk
502,02 2.03.0002 Rekonsilias! dan Verifikasi Aset, Ekultas, Pand Belanja, F Pendap LO dan Beban
Tcﬁzn.-_ Dokumen Hasil 3 Dokumen 154.895.205,00 - Kab, Tanah [SI5A LEBIH - 04, Maning |- 180.000.000,00 [BADAN PENGELOLAAN
Rehonsiias! dan Verifkasi Laut, Semua PERHITUNGAN [katkan Tatn KEUANGAN DAN ASET
Aset, Kewsjiban, Ekuitas, K ecamatan, ANGGARAN [Kelola Pem DAERAH
Pandapafen, Belan/a, Semun KelDesa  TAHUN erimtahan
\Pembiayaan, SEBELUMNYA. [Yang Fokus
Pendapatan-LO, dan Beban Pada
Pelayanan
Publik
| 03 Penysle
I ‘E kelola
1
| | yang Bak |
1 _ 1 | |
.02 02.2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran _
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ERAIIRARN MAT NENCANA
URUSAN ! BIDANG TAHUN 2025
URUSAN / PROGRAM | | 'NDIKATOR PROGRAM | AlcHEL CAPAIMN . ERANGKAT DAERAH
KODE KEGIATAN | SUB PERIODE TARGET RENJA
IEGNTANLE M5 KEGIATAN RENSTRA OPDTAHUN  TARGET | PENANGOUN AN
KEGIATAN oPD 2023 2024 PAGU INDIKATIF [Rp) LOKAS| SUMBER DANA TARGET AGU INDIKATIF (Rp)
|
2 3 4 5 7 a 9 10 11 15 L] 17
purmiah Laporan 8 Laporan 210.441.568,00 | Kab. Tanah [SISA LEBIH 220.000.000.00 BADAN PENGELOLAAN
Parfanggungiawabar Laut, Semua PERHITUNGAN FEUANGAN DAN ASET
Pelaksanasn APBD Bulanan, i AN DAERAH
Triwutanan dan Semesteran |Semun Ket'Desa  [TAHUN
SEBELLIMNYA
| |
| |
5.02.02.2.03.0004 Fonsolidas Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daemh
umiah Laporan Keuangan M Laparan 99.999.458,00 - Kab. Tanah [S1SA LEBIH 120.000.000,00 [BADAN PENGELOLAAN
SKPD, BLLUD dan Laporar Laut, Sermua [PERHITUNGAN [KELANGAN DAN ASET
Kevangan Pemarintah [Kecamatan, ANGGARAN [DAERAH
erath yang Terkonsolidasi [Somun Kel/'Desa  [TAHUN
SEBELLIMNYA
|
1 |
7 _
5.02.02.2.03.0005 dinasl dan Pany Peraturan Daerah tentang P APBD dan R Peraturan Kepala Daerah tentang P o
urnlah Rancangan 6 Dokumen 218.298.593,00 | Kab. Tanah 154 LEBIH 220.000.000,00 [BADAN PENGELOLAAN
turan Daerah tenfang Laut, Semua PERHITUNGAN KEUANGAN DAN ASET
anggungawaban A AN CAERAH
sanaan APBD Semus KelDesa  [TAHUN
abupatenXote den [SEBELUMNYA
ancangan Perafuran
apals Daeral fenfang
anaan APBD
]
%.02.02.2.03.0007 il s , dan P, Tuntutan F dan Tuntutan Kerugian Daerah
umial Dokumern Hasi 12 Dokumen 39.078.561,00 | Kab. Tanah ._m_ﬂ.p LEBIH 50.000.000,00 [BADAN PENGELOLAAN
oordinasl, Sinkronisasi, dan fLaut, Semua [PERHITUNGAN IKEUANGAN DAN ASET
yelesaian Tunttan [Kecamatan, IANGGARAN [DAERAH
wan dan Tunfutan [Semua KelDesa [TAHUN
f erugian Daerah ISEBELUMNYA




NO

KODE

URUSAN | BIDANG
URUSAN / PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN | SUB
KEGIATAN HEGIAFAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
oPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2023

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

[TARGET
2024

IPAGU INDIKATIF {Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRICRITAS

KELOMPOK
SASARAN

INASIONAL

DAERAH

TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

ERANGKAT DAERAH
IPENANGGUNG JAWAB

1

~J

3 4

5

T

9

10

1

12

15

5.02.02.2.03.0011

dan F

umiah Orang yang
uli Pembinaan
Akuntansi, Pelaporan dan

Pemerntah KabupafenKota

120 Orang

74,999 865,00

Kab. Tanah
Laut, Semua
[Kecamatan,
[Semua KelDesa

[SISA LEBIH
PERHITUNGAN
ANGGARAN
[TAHUN
[SEBELUMNYA

katican Tata
felola Pem
ierintahan

[Yang Fokus

104 Mening |-

8238512700

[BADAN PENGELOLAAN
JKELANGAN DAN ASET
[DAERAH

50202204

Peanunjang Urusan

x.zn-gﬂ Dﬁ.@-!

100 Persen

280 221 47582700

301 454 734 570.00

[ .02.02 2 04,0008

Analisis dan P Bantuan K

Humiah Laporarn Hastl

Tma Laporan

255.221 475.927,00

~ Kab. Tanah
[Laut, Semua
[Kecamatan,
|Semua Kel'Desa

EBELLIMNYA,

ETRIBUSI
DAERAH, DANA
DESA

04 Mening
katkan Tata
Kolola Pem
lerintahan
[Yang Fokus
[Pada
(Palayanan
(Publik

103, Panyale
nggaraan
Tata ketola
Famerintah
an yang Baik

[5.02.02.2.04.0008

sznm_n,wb.. Dana Darurat dan Mendasak

276 454734 570,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH




25 000,000 000,00 |- Kab. Tanah ww_wb LEBIH 104 Mening | 25.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN
Pengediaan Dana Darurat Laut, Semua IPERHITUNGAN fkatkan Tala FEUANGAN DAN ASET
N Kelola Pem DAERAH
Semua KelDesa [TAHUN

[BEBELUMNYA
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG sinicraRanoaRan i | AR |nmALmani | PRAKRASN CAPALMN KINER A DAN KERANGIA PENCANAAN [TAHUN 2025
URUSAN | PROGRAM / } CAPAIAN ELOMPOK RANGHKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN | SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN | SUB RENJA OPD IPRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN  TARGET
KEGIATAN 0PD TAHUN 2022 2023 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS| SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
INASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 L] 7 a 9 10 11 12 13 14 15 18 w
3 5.02.03 PROGRAM |Persentase Barang Millk (100 Persen T174.916.759,00 9.134.558.020,00
PENGELOLAAN BARANG  |Daerah yang dimanfaatkan
MILIK DAERAH esital dengan Pevaturan
|Perundang-Undangan yang
iberlaku
5.02.03.201 Pangelolaan Barang Millk Persentase Capaian 100 Persen 7174 916.758,00 104 Mening ©.134 558 020,00 |BADAN PENGELOLAAN
[Daerah Pengeilolaan Barang Millk fkatkan Tata [KEUANGAN DAN ASET
\Daerah Kelola Pem IDAERAH
erintahan
[Yang Fokus
Pada
Palayanan
Pubiik
03, Penyele
Inggaraan
[Tata kelola
[Pemerintah
lan yang Baik
i
(5.02.03.2.01.0001 [Penyusunan Standar Harga
Uumiah Stancar Harga yang 1 Dokumen 78998 566,00 | Kab Tanah |58 LEBIH D4, Mening B0 000 DOO 0D [BADAN  PENGELOLAAN
iDisusun aut Semua [PERHITUNGAN katian Tata FEUANGAN DAN ASET
| A ANGGARAN Keloia Pem DAERAH
; KelDesa [TAHUN ﬂ.!ﬂ.i_..
| | SEBELUMNYA ang Fokus
Pada
_ Pelayanan
| Publik
1 103. Penyele
nggarasn
Tata kelala
Pemerintah
@n yang Baik
[5.02.032.01.0002 [Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daernh
Tﬁll. Standar Barang Milik 1 Dokumen 529983321800 | Kab Tanah BISA LEBIH 04 Mening 8971818 350,00 BADAN PENGELOLAAN
Deerah dan Standar Laut. Semua PERHITUNGAN jatian Tata KEUANGAN DAN ASET
Hebutuhan Barang Milik Kecamatan ANGGARAN Kalola Pem DAERAH
Dseraft Bemua KelDesa [TAHUN enntahan
| ISEBELUMNYA Yang Fokus
Pada
Palayanan
Fublik
03. Penyele
Inggaraan
[Tata kelola
[Pemearintah
j@an yang Balk
0202 2.01 0004 Barang Milik Daerah
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ATy | L TARGET | oot ione) | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRURAAN M) RENCANA
URUSAN | PROGRAM | | 'NDIKATOR PROGRAM | AICER CAPAIAN CAHALNN ELOMPOK T
KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA |
KEGIATAN /808 KEGIATAN RENSTRA |REMJAOPD | “opntalUN  TARGET r FRIORITAS [RARARAN PENANGGLNG JAWAR
KEGIATAN OPD TAHUN 2022 2023 24 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI UMBER DANA TARGET IPAGU INDIKATIF (Rp)
INASIONAL | DAERAH
2 3 4 -] ] T 2 B 10 1" 12 13 14 15 16 17
Kicimiaf Mebijokan [2 Dokumen 44 GUT 730,00 | Kab. Tanah {5154 LEBIH - 04 Mening | 50.000 000,00 BADAN PENGELOLAAN
Pengelolaar Barang Millk fLaut, Samua PERHITUNGAN katkan Tata FEUANGAN DAN ASET
Daerah Kecamatan, ANGGARAN Kelola Perm [DAERAH
[Semua KelDesa  TAHUN ferintahan
SEBELUMNYA Wang Fokus
Fada
Palayanan
Publik
03 Penyele
nggaraan
(Tata kelola
Pamerintah
an yang Balk
1
5,02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Millk Daerah
umiah Laporan 18 Laporan 200 900 697 00 |- Kab. Tanah 5164 LEBIH + 04 Mening _, 35000000000 BADAN PENGELOLAAN
Barang Milik LLaut. Semua PERHITUNGAN katkan Tata KEUANGAN DAN ASET
Daerah Kecamatan, ANGGARAN Kelola Pemn DAERAH
_ Semua KelDesa  [TAHUN erintahan
[SEBELUMNYA Yang Fokis
Pada
Palayanan
P ubdik.
03. Penyala
Pogaraan
[Tata kelola
Parmarintah
fan yang Baik
5 02.03.2.01.0006 Jrventarsasi Barang Millk Daerah
Jumiah Laporan Hasil | 1 Laporan 79999 936.00 |- Kab. Tanah SA LEBH - 04 Mening + 95 000.000 00 BADAN PENGELOLAAN
iinventarisasi (LHI) Barang Laut, Semua RHITUNGAN katkan Tata KEUANGAN DAMN ASET
(Milik Daverah (Kecamatan, GGARAN Kalola Pem DAERAH
[Sernua Kel'Desa  [TAHUN mrintahan
SEBELUMNYA [Yang Fokus
[Fada
[Palayanan
(Publitc
03. Penyel
ngparaan
Tata keiol
| Pemarintah
_ mn yang Badk
502.032.01.0007 Fengamanan Barang Milik Daerah
T_.!_—; Laporan Hasil (3 Laparan 729 966 720,00 | Kab. Tanah [GBISA LEBIH - 04. Mening | 755.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN
‘\Pengamanan Barang Milik [Laut. Semua PERHITUNGAN (katkan Tata KEUANGAN DAN ASET
TAM Kalola Pam DAERAH
Semua KelDesa  [TAHUN orintahan
|SEBELLIMNYA Yang Fokus
Pada
FPalayanan
| Pubdik
03 Penyele
1 npgaraan
| Tata kelola
| Pemarintah
_., | |n yang Baik
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KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN | PROGRAM |
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM |
KEGIATAN | SUB
KEGIATAN

REALISASI

RENJA OPD
TAHUN 2022

PRAKIRAAN

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET

IPAGU INDIKATIF {Rp)

LOKAS!

rtumx DANA

ELOMPOK
BASARAN

TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TARGET

IPAGU INDIKATIF (Rp)

RANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

8 10

~ "

15

17

5.02 03 201 0008

Fendaian Barang Miikk Daerah

4 Laparan

158 999 785,00 - Kab. Tanah
Laut, Semua
Kecamatan,
Semua KelDesa

[SI5A LEBIH

WNGGARAN
TAHUN
SEBELUMNYA

PERMITUNGAN |

jan yang Baik

502032010000

Barang Milk Daerah

175 000 000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

wumiah Leporan Hasd |
Pengawasan dan

{Barang Milk Daerah

1 Laporan

199 991 033,00

SISA LEBIH
RHITUNGAN
GARAN
AHUN
EBELUMNYA

katknn Tata
Kelola Pem
Erintahan
[Yang Fokus
[Pada
[Petayanan
(Publik

03, Panyele
nggaraan
Tata kelola
Pemerintah
@n yang Baik

04 Mening -

6.02.032010010

| Penggunaan, F

Barang Milik Daerah

150002 444 00

_L..__._%!._ Dokumen Hasi
\Optimalisasi Penggunaan,

¥ Dokumen

90 998 578.00 -

[515A LEBIH
PERHITUNGAN

TAHUN
BEBELUMNYA

katkan Tata
Kalola Pem
mrintahan
[Yang Fokus
Fada
Pelayanan
Pubiik

103. Penyele
Inggaraan
[Tata kelola
Pamerintah
an yang Baik

b4 Mening -

02032010012

[Peryusunan Laporan Barang Millk Daerah

150 000 000,00

BADAN PENGELOLAAN
HEUANGAN DAN ASET
DAERAH
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PRAKIRAAN MAJU
TARGET PRAKIRA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN REALISA RENCANATAHUN 20256
INDIKATOR AKHIR AN
| BIDANG 81 EL PERANGKAT
KODE PROGRAM / PERIOD CAPAIAN
URUSAN CAPAIAN P IDAERAH
KEGIATAN /| BUB E TARGET
I RENJA K PENANGGUN
KEGIATAN RENSTR RENJA
PROGRA oOPD AS G JAWAB
AOQOPD OPD
M/ TAHUN RA
TAHUN
KEGIATA 2022
2023
NI/ SUB
PRIORITAS
KEGIATA TARGET
N W PAGU INDIKATIF LOKASI S UMBER TARGET PAGU INDIKATIF
Rp) DANA Rp)
NASIONAL DAERAH
2 3 4 5 B 7 B ] 10 11 12 13 u 15 18 1T
3
Pumiah Laporan B Laporan 29 990 BDB. DO Kab SI15A 04 Mening - 73.737.226 00 BPKAD
lBarang MilikDaerah Tanah Laut, LEBIH katkan Tata
lrang Disusun Semua FPERHITU Kelocla Pem
Kecamatan, NGAN printahan
Femua IWNGGAR rang Fokus
KeliDesa N Fada
MTAHUN Felayanan
SEBELU Fublik
M N Y A 03 Penyele
npgaraan
[Tata kelcla
Femerintah
bn yang Baik
5 02 03 .2 01 0O0Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
b3
Llumiah Orang B87 Orang 149 999 587 00 } Kab. SIS A t L4 Mening ‘ 75 000.000.00 PPKAD
lvang Mengihuti fanah Laut, LEBIH katkan Tata
lFembinaan Eemua FPERHITU Kelola Pem
lPangeloiaan Kecamatan, [NGAN printahan
Barang Milik S emua W NG GAR Yang Fokus
ICaerah K el/Desa P4 N Fada
Pemerintah TAHUN Felayanan
K abupaten/Kola SEBELU Fublik
M N Y A K3 Penyels
mggaraan
Tata kelola
Femerintah
Bn yang Baik
4 UMLAH I01.9885.8677.767,00 326.277.386.7T87,00
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan rekapitulasi usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut bahwa Usulan Program
sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan total jumlah usulan sebesar Rp 301.985.677.767,00 dan Prakiraan maju tahun 2025 sebesar Rp

326.277.356.757,00,-.

REKAPITULASI BELANJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT T AHUN ANGGARAN 2024

No

Gaiji dan TPP

Belanja Operasi (Barang
dan Jasa)

Belanja Modal

Belanja
Hibah

Belanja Transfer

Belanja Sosial
(Terduga/tidak Terduga)

Keterangan

7

Rp 8518 765.770,-

50 Jih ASN BPKAD

Rp 19,706 753,484

Rp  2.057.448.356,-

Rp. 2.057.448.358,-
Belanja pengadaan
Pengadaan Kendaraan
Dinas
OperasionaliLepangan
Pengadaan Mebel
Pengedaan Peralatan
&Mesin Lainnya
Pengadaan Sarpras
Gedung Kantor atavu
Bangunan Lainnya S@rta
Belanja Modal Tanah

Rp . 255.221.475.827,-

Belanja Bantuan
Keuangan 130 Desa

5

Rp 25.000.000.000

Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak

Jumlah

Rp 8518 785 770,-

Rp 19 706 753 484

Rp 2057 448 1586

Rp

Rp 255 221 475 927

Rp 25.000.000.000

Rp 301985677 767.-
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Dari tabel diatas bahwa rekapitulasi belanja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Belanja Gaji dan TPP sebesar Rp 8.518.765.770,-untuk pembayaran 50
Jumlah ASN BPKAD .
2. Belanja Operasi (Barang dan Jasa) sebesar Rp 19.706.753.484,-
3. Belanja Modal sebesar Rp 2.057.448.356,- untuk Belanja Modal.
4. Belanja Transfer sebesar Rp 255.221.475.927,- untuk Belanja Bantuan
Keuangan 130 Desa
5. Belanja Terduga/ Tidak Terduga sebesar Rp 25.000.000.000,- untuk
belanja Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.

Sedangkan untuk usulan pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten
dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat disajikan pada tabel 4.2

sebagai berikut :

Tabel 4.2
Usulan Pekerjaan Yang Bersumber Non APBD Kabupaten
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

[ No Pekerjaan ] i Lotasi }mtdeaNm- Besaran Pagu i Sumber Dana Catatan 1

1 2 3 4 5 6 7

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa pada kantor BPKAD Kabupaten
Tanah Laut tidak ada usulan pekerjaan yang bersumber non APBD
Kabupaten Tahun 2024 baik melalui mekanisme musrenbang maupun melalui
mekanisme lainnya. Dengan demikian untuk sub bab ini usulan pekerjaan
yang bersumber non APBD Kabupaten Tahun 2024 dilingkungan BPKAD
Kabupaten Tanah Laut adalah NIHIL atau tidak ada.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan
berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tanah Laut 2024 — 2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten
Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui
RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

RENJA-SKPD BPKAD adalah sebuah perencanaan pembangunan tahunan,
sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi
pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024.

RENJA —SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dibuat dalam
rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-
isu penting berkaitan dengan tugas fungsi BPKAD menyangkut pengelolaan
keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang
merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih
terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan
program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan K/L/D/I maupun

SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pelaihari, 20 Juli 2023
ﬁa#ﬁKAD Kab. Tanah Laut,
U\

O\

\- Mdham

%

661227 198703 1 002
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

@ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 21274 Fax. (0512) 21101
PELAIHARI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
NOMOR: 050.13/ 9 / BPKAD /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN

TANAH LAUT

KEPALA BPKAD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPIPD
dan RPIMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja ( Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun
2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat || Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan
Daerah Tingkat || Tabalong, dengan mengubah Undang-undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 ),

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355 );

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ),



5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerabh;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana
Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencananan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanah Laut ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 10);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

L

15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2008 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

18.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;

20.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis SKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-
2023;

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan
Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan mekanisme

penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang
tercantum dalam RPIPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-
2025.

2. Mengacu pada Visi, Misi, Agenda, Tujuan, Sasaran, Arah
Kebijakan, Indikator Capaian, dan program prioritas dalam
RPIMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

3. Mengacu pada Renstra SKPD dan prioritas hasil Musrenbang
RKPD di Kecamatan.

4. Mempedomani Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional

5. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan
kegiatan tahunan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan yang
berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity)
dengan strategi pembangunan nasional yang meliputi, Pro Poor,
Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6.

Zx

Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan
tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang
dan/atau indikasi rencana program dalam RTRW Kabupaten
Tanah Laut.

Mendukung dan mensinergikan pencapaian sasaran program dan
kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 dengan program,
tindakan, keluaran, target penyelesaian dan sasaran program
pro rakyat, program pro keadilan, dan program tujuan
pembangunan millennium ( Millennium Development Goal’s )
sesuai dengan focus masing-masing program berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program
Pembangunan yang Berkeadilan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja
Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan
melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Januari 2023




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR :050.13/ 9 /BPKAD/2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT

No Jabatan Jabatan Dalam Tim
1 | Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut Pembina
2 | Sekretaris BPKAD Pengarah
3 | Kasubbag Perencanaan Koordinator SKPD
4 | Kepala Bidang Akuntansi Koordinator Bidang
5 | Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan Koordinator Bidang
6 | Kepala Bidang Penatausahaan Aset Koordinator Bidang
7 | Kepala Bidang Pemanfaatan dan Koordinator Bidang
Pengendalian Aset
Kasubbid Pendapatan & Pengelolaan Kas Anggota
Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban Anggota
10 | Kasubbid Perencanaan Kebutuhan Anggota
11 | Kasubbid Inventarisasi Anggota
12 | Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan Anggota
13 | Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan Anggota
14 | Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan Anggota
15 | Kasubbid Anggaran Anggota
16 | Kasubbag Keuangan Anggota
17 | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Anggota

KEPALA BPKAD,

DARMIN, S.IP,M.Si
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